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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il PURBALINGGA

Menimbang

Mengingat

a.

NOMOR 2 TAHUN 1999

TENTANG
RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il PURBALINGGA,

bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah maka
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tanggal 11 Desember 1953
tentang Pasar-pasar yang dikuasai oleh Kabupaten Purbalingga
disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa Tengah
dengan Surat Keputusan tanggal 9 Maret 1954 Nr.U 94/1/20 dan
diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa Tengah tanggal 31
Maret 1954 (Tambahan Seri C Nr. 10) yang diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Purbalingga Nomor
10 Tahun 1981 tentang Mengubah untuk ke 11 (sebelas) kalinya
Peraturan Daerah Pasar Kabupaten Purbalingga yang disahkan
oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Jawa Tengah dengan Surat
Keputusan Nomor 188.3/375/1981 tanggal 30 Desember 1981
diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il
Purbalingga Tahunn 1982 Seri C Nomor 3, perlu disesuaikan ;

bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud
huruf a perlu mengatur dan menetapkan Retribusi Pasar dengan
Peraturan Daerah;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor
38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan,
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor84 Tahun 1993 tentang
Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor171 Tahun 1997 tentang
Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang
Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang
Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat | dan Daerah
Tingkat II;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Purbalingga
Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Il Purbalingga
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Purbalingga Tahun
1987 Seri D Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Purbalingga
Nomor 3 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Purbalingga Nomor 9 tanggal
21 Mei 1992 Seri D Nomor 7).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I
PURBALINGGA TENTANG RETRIBUSI PASAR

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.
b.

Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat |l Purbalingga;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat Il Purbalingga ;

Kabupaten adalah Kabupaten Daerah Tingkat Il Purbalingga;

. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah ingkat Il
Purbalingga ;

. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku ;



. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri
atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau
kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah
dan khusus disediakan untuk pedagang dan penjual jasa ;

. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan Pasar
berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding ;

. Kios adalah bangunan di pasar yang dipisahkan satu dengan
yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai
dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan,

I. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan

atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan
dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi
atau badan ;

|. Retribusi Pasar yang selanjutnya dapat disingkat Retribusi adalah

pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana
yang berupa halaman/pelataran bangunan berbentuk los dan atau kios
yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ;

. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi
tertentu ;

. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha Yang meliputi perseroan
terbatas, perseroancomanditer,perseroanlainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
persekutuan, perkumpulan, firma, congsi, koperasi, yayasan atau
organisasi yangsejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha
tetap serta bentuk badan usaha lainnya

.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan
fasilitas pasar ;

. Kas Daerah adalah Kas Daerah yang ditunjuk oleh Bupati Kepala
Daerah ;

. ljin menempat yang selanjutnya disebut ijin adalah ijin menempat
bagi pedagang yang menguasai tempat dagangan dikios, los dan atau
pelataran dalam pasar.

. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat
disingkat SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi
untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran retribusi yang
terutang menurut peraturan retribusi ;

. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda;

. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan
lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan perundang-undangan
retribusi Daerah ;

. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Umum (POLRI)
dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut
penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi yang terjadi
serta menemukan tersangkanya.



BAB I
NAMA, SUBYEK, OBYEK DAN
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pasar dipungut Retribusi atas jasa pelayanan penyediaan
fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran, los dan atau kios

yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan disediakan untuk pedagang dan atau
penjual jasa.

Pasal 3

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas di dalam
atau dilingkungan pasar.

Pasal 4
Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ ederhana

yang berupa halaman/pelataran, los dan atau kios dan fasilitas penunjang lainnya yang
disediakan untuk pedagang dan atau penjualan jasa.

Pasal 5

Retribusi Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB lI
PERIZINAN

Pasal 6
Setiap pedagang yang menguasai tempat dagangan di pasar baik yang berada di

kios, los maupun dihalaman/pelataran, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati
Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini
dipungut biaya administrasi.

Pasal 8

Apabila izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini
dipindahtangankan dan atau dilimpahkan kepada pihak lain dipungut biaya pelimpahan.

Pasal 9

Prosedur dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaiman dimaksud dalam
Pasal 6 dan 7 serta besarnya biaya izin dan atau pelimpahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10



Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar yang
digunakan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
didasarkan atas besarnya biaya penyelenggaraan penyediaan fasilitas pasar
dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

(2) Besarnya retribusi yang dikenakan berdasarkan atas perimbangan biaya modal,
biaya operasional langsung, biaya administrasi dan biaya transportasi dalam
rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, luas, lokasi dan jangka waktu
pemakaian.

(2) Lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini digunakan untuk menentukan kelas
Pasar.

(3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh BupatiKepala
Daerabh.

(4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

Kios/M?/Hari Los/M?/Hari | Halaman/Pelataran/M?/Hari
'a. PasarKelas| | Rp. 150,00 | Rp. 12500 | Rp. 100,00 |
'b. PasarKelasll | Rp. 12500 | Rp. 10000 | Rp. 75,00
. c. PasarKelas Ill Rp. 100,00 § Rp. 75,00 § Rp. 50,00
Pasal 13

Untuk toko-toko, warung-warung serta usaha-usaha lain dilingkungan Pasar milik
Pemerintah Daerah dengan radius 500 m dari Pasar dikenakan tarif harian Rp.
200,00 (dua ratus rupiah) per hari.

Pasal 14

Untuk dagangan hewan dan unggas dikenakan tarif :

a. Hewan Besar (Sapi, Kerbau, Kuda) Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) perekor/hari;
b. Hewan Kecil ( kambing, domba ) Rp. 600,00 (enam ratus rupiah ) per ekor/hari;

c. Unggas Rp.100,00 (seratus rupiah) per ekor/hari.

Pasal 15

Seluruh hasil retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 12 dan 13 Peraturan
Daerah ini disetor bruto ke Kas Daerah.



BAB ViII
WILAYAH DAN CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerabh.

Pasal 17

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.

BABIX
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 18

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Pasal 19

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari sejak
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran dan pembukuan
retribusi diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BABX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal Wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang di bayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

BAB Xl
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 21

(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh
tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain
yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat
yang ditunjuk .

Pasal 22

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi
sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah ini diatur dengan



Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB XIli
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 23

(1) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
Retribusi.

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana
dimaksud ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

(3) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur dengan Keputusan
Bupati Kepala Daerah.

BAB Xlli
KADALUWARSA

Pasal 24

(1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan
tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Kadaluawarsa penegihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh
apabila ;

a. Diterbitkan Surat Teguran dna Surat Paksaan atau,

b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak
langsung.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksankan kewajbannya sehingga merugikan
keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau
denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang .

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelangaran .

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 26

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
dibidang Retribusi Daerah.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah ::

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lebihn lengkap dan jelas ;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana retribusi ;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan



dengan tindak pidana di bidang retribusi;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana dibidang retribusi;

e. melakukan penggledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan
dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut;

f. memintabantuan tenaga ahlidalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang retribusi ;

g. menyuruh berhentidan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang
dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

h. memotretseseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi;

J. menghentikan penyidikan ;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di
bidang retribusi menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan
dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbolinggo tanggal 11
Desember 1953 tentang Pasar-pasar yang dikuasai oleh Kabupaten Purbolinggo
disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa Tengah dengan Surat
Keputusan tanggal 9 Maret 1954 Nr.U 94/1/20 dan diundangkan dalam Lembaran Propinsi
Djawa Tengah tanggal 31 Maret 1954 (Tambahan Seri C Nr. 10) yang diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Purbalingga Nomor 10 Tahun
1981 tentang Mengubah untuk ke 11 (sebelas) kalinya Peraturan Daerah Pasar
Kabupaten Purbalingga yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Jawa
Tengah dengan Surat Keputusan Nomor 188.3/375/1981 tanggal 30 Desember 1981
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Purbalingga Tahun 1982 Seri C Nomor 3,
dinyatakan dicabut.

Pasal 28
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat Il Purbalingga.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 26 April 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT I TINGKAT Il PURBALINGGA
PURBALINGGA,

Ketua,



Drs. H. HARUN RAIS Drs. SOELARNO

DISAHKAN
Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia
No. 974.33-913 tgl 26-8-1999
Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

Drs. KAUSAR. AS.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Purbalingga
Nomor 14 Tgl 1 September 1999 Seri B No. 9
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat Il
Purbalingga

Drs. HADIBROTO
Pembina Utama Muda
NIP. 010041736



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il PURBALINGGA
NOMOR 2 TAHUN 1999
TENTANG

RETRIBUSI PASAR

PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah, Pajak dan Retribusi Daerah merupakan sumber
pendapatan Daerah agar Daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mengatur
dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sumber pendapatan Daerah tersebut
diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan Daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman dan
arah bagi Daerah Tingkat Il khususnya Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Il
Purbalingga dalam hal pemungutan Retribusi.

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah maka seluruh ketentuan yang mengatur
tentang Retribusi Pasar di Daerah Tingkat Il Purbalingga yaitu Peraturan Daerah
Kabupaten Purbalingga tanggal 11 Desember 1953 tentang Pasar-pasar yang
dikuasai oleh Kabupaten Purbolinggo disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah
Propinsi Djawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 9 Maret 1954
Nr.U 94/1/20 dan diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa Tengah tanggal
31 Maret 1954 ( Tambahan Seri C Nr. 10 ) yang diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Purbalingga Nomor 10 Tahun 1981
tentang Mengubah untuk ke 11 (sebelas) kalinya Peraturan Daerah Pasar
Kabupaten Purbalingga yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat
| Jawa Tengah dengan Surat Keputusan Nomor 188.3/375/1981 tanggal 30
Desember 1981 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat 1l Purbalingga Tahun 1982 Seri C Nomor 3, tidak sesuai lagi dengan
Undang-undang dimaksud dan perlu dicabut sehingga perlu mengatur kembali dan
menetapkan Retribusi Pasar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
huruf |
Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud Pasar tradisional/sederhana adalah pasar yang bentuk
bangunannya, pelayanannya maupun jenis barang dagangannya dan atau
jasa dikelola secara sederhana

Yang dimaksud Pedagang adalah orang atau badan yang menjual belikan barang
dagangan.

Yang dimaksud Penjual jasa adalah orang atau badan yang menjual suatu jasa
baik berupa service/ perbaikan. Misalnya : Perbaikan jam, Radio, pangkas/potong
rambut.



Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
dalam menentukan Kelas Pasar disamping berdasarkan lokasi Pasar juga
didasarkan atas kualitas bangunan pasar dan tingkat keramaian pasar.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.



Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh
proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan
kepada pihak ketiga, namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa
Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak Kketiga.
Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah
Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang
karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan
sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan
pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan piahk
ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang,
pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi. Dalam
pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga didasarkan juga atas
pertimbangan Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat 1l Purbalingga.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.



